BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

FERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DESA TANJUNG ALAI, DESA PULAU GADANG

DAN DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Menimbang

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

a. bahwa Berita Acara kesepakatan penetapan usulan

kawasan perdesasn kawasan potensi pariwisata
Kabupaten Kampar perlu ditindaklanjuti;

bahwa sebagai upaya wuntuk mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan
melalui pendekatan pembangunan partisipatifl dan
untuk memberikan  pedoman  operasional  bagi
Pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat
dalam menyelenggarakan pembangunan Kawasan
Perdesaan, sehingga mampu menciptakan kesamaan
pemahaman bagh aparatur Pemerintah Daerah, Desa
dan masyarakat dalam menyeclenggarakan
pembangunan Kewasan Perdesaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan
Kawasan Perdeszan Desa Tanjung Alai, Pulau Gadang
dan Koto Mesjid Tahun 2022-2027;



Mengingat

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 13);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan

Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 359);



Menetapkan

fr., Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DESA TANJUNG ALAl, DESA PULAU GADANG DAN DESA
KOTO MESJID KECAMATAN XIlII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022-2027,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kampar.

Bupati adalah Bupati Kampar.

Pembangunan Desa adalah upayva peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kawasan Perdesaan adalah kawasan vang
mempunyai kegiatan utama pariwisata, pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam  dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permulkiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelavanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.



6.

(1)

(2]

(3)

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah
pembangunan antar desa vang dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
petlayvanan dan pemberdayvaa nmasvarakat desa melalui
pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
Kawasan Perdesaan Pariwisata adalah kawasan
vang meliputi Desa Pulau Gadang, Desa Koto
Mesjid dan Desa Tanjung Alai.

Eencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya  disingkat RPJMDesa adalah dokumen
rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam)
tahun.

Tim HKoordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan,
selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga vang
menvelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan
sesual dengan tingkatan kewenangannya,

BAB I
PENETAPAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perencanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Tanjung Alai,
Desa Pulau Gadang dan Desa Koto Mesjid Kecamatan
Xlll Koto Kampar Tahun 2022-2027 sebagaimana
tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Kawasan Perdesaan Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada avat (1) adalah kawasan dengan
karakteristik potensi pariwisata,
Peta Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Tanjung
Alai, Pulau Gadang dan Koto Mesjid Kecamatan XIII
Koto Kampar tercantum pada Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal 3

(1) Kawasan Perdesaan Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Perencanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan.

(2] Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
sebagaimana dimaksud pada avat (ljtermuat dalam
dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupat ini.
BAB IlI
KETENTUAN PENUTUF
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 15 Derember 2032
SEKRETARIS DAERAH




LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 46 TAHUM 2012
TANGOAL : |5 DecemeeR 2021

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana
vang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah perlu
melaksanakan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu
diharapkan juga kebhijpkan yvang dibuat oleh pemerintabh dapat benar-henar
mensejahterakan masyarakat. Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid
(1996:37-38) dapat dinngkas menjadi tiga fungsi vang hakiki dalam
pelaksanaannva, vaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment)
dan pembangunan (development]. Oleh karena itu salah satu entitas vang
perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan adalah entitas desa di

Indonesia.

Desa merupakan salah satu entitas vang perlu mendapatkan perhatian
dalam pembangunan nasional. kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh
minimnya infrastruktur, rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja,
masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan

pemukiman perdesaan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan Kemiskinan melalui
penyediaan pemenuhan kebuluhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan darl sistem
pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan mata rantai dar sistem
pemerintahan nasional vang bermula dari sistem pemerintahan pusat,
daerah dan Desa vang merupakan mafa rantai vang terakhir Desa
merupakan pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya
ke tujuan akhir vang telah digariskan sebagai cita-cita Bersama.



Deaa dalam susunan dan tata cara penvelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa yang memiliki dampak luas bagi pembangunan desa di
Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan perdesaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu
“Desa membangun” dan “membangun Desa” vang diintegrasikan dalam
perencanaan Pembangunan Desa. Di  samping pendekatan desa
membangun, -Undm'lg Undang Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan
percepatan  pembangunan  sebagian  wilayah  perdesaan  melalui
pembangunan kawasan perdesaan,

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu
dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan
Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu
Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan
Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu,
rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh
Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah  Daerah
Kabupaten /Kota, dan Pemerintah Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan
sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu
kawasan memiliki potensi pertumbuhan yvang cukup besar dan memerlukan
dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 Undang-
undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kawasan
Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdavaan
masyvarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalul pendekatan pembangunan
partigipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas wilavah
fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam
pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage;
pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar
sektor, .pasar”, dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APEN berupa
dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor.
Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan



pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang
bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala
lokal Desa.

Pasal 124 avyat (1) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
mengatur bahwa Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi
yvang telah ditétﬂpkan oleh bupati/walikota. Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat
(3] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 5> Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan menvebutkan penetapan kawasan perdesaan dan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan
Bupat /Walikota.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau
vang memiliki potensi untuk dilakukannya pembangunan Kawasan
pedesaaan dan memilikis komitmen vang kuat untuk membangun desa dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyvarakat. Tim  Keoordinasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Kampar selaku
pengusul melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam
aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas
penduduk, sarana dan prasarana, masalah vang dihadapi, dan delineasi
kawasan, sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.

Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi ada 3 ([tiga) desa vang
diusulkan dalam pembangunan kawasan perdesaan Tahun 2021 di
Kabupaten Kampar, vakni: 1) Desa Pulau Gadang, 2] Desa Koto Mesjid, dan
3) Desa Tanjung Alai. Pembangunan kawasan perdesaan vang diusulkan
memiliki peranan dan fungsi sangat penting dalam menentukan
keberhasilan setiap kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penyusunan Naskah Akademik
sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kampar dalam
penetapan pembangunan kawasan perdesaan., Naskah akademik wvang
dibuat merupakan kajian yang mendalam dan komprehenifl yang
berpedoaman pada peraturan perundang-undangan dan konsep teoritis
pembangunan kawasan perdesaan. Sehingpga hasil kajian nantmya dapat
dipertanggung jawabkan dan dijadikan dasar yvang kuat untuk melakukan

penetapan pembangunan kawasan perdesaan.



B. IDENTIFIKASI MASALAH

ldentifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa vang akan
ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik. Berdasarkan latar
belakang diatas, maka perumusan masalah dalam kajian akademik ini
adalah:

1. Apakah pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Kampar vang
meliputi Desa Pulau Gadang, Desa Koto Mesjid dan Desa Tanjung Alai
sudah layak secara akademik?

2. Bagaimana Pertimbangan secara aspek Filosofis, Sosiologis dan
Yuridis pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Kampar vang
meliputi Desa Pulau Gadang, Desa koto Mesjid dan Desa Tanjung
Alai?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesual dengan ruang lingkup identifikasi masalah vang dikemukakan di
atas, tuuan penvusunan Naskah Akadermik pembangunan kawasan
perdesaan dirumuskan sebagai benkut:

1. Untuk mengetahui kelavakan secara kajian akademik terkait
pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Kampar yang
meliputi Desa Pulau Gadang, Desa Koto Mesjid dan Desa Tanjung Alai

2. Untuk mengetahui pertimbangan secara aspek Filosofis, Sosiologis dan
Yuridis pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Kampar vang
meliputi Desa Pulau Gadang, Desa Koto Mesjid dan Desa Tanjung Alai

D. METODE PENELITIAN /PENGHKAJIAN

MNaskah akademik ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative
dan yuridis empiris. Metode wyuridis normatif dilakukan melalui studi
pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder vang berupa Peraturan
Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau
dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan
referens: lainnyva. Metode vundis normatif dalam penyusunan naskah
akademik mni juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group
discussion), dan rapat dengar pendapat. Selanjutnya, metode yuridis empiris
merupakan kegiatan vang diawali dengan pendekatan normative yang

dilanjutkan dengan observasi yang mendalam.



Penelitian dalam naskah akaemik ini juga bisa digolongkan dalam

penelitian deskriptif kualitatf (Qualitative descniptive research) yang akan
mengambarkan pengembangan kawasan perdesaan di tiga desa (Desa Pulau
Gadang, Desa Koto Mesgjid dan Desa Tanjung Alaij, Metode penelitian
kualitatif dengan bentuk atau pendekatan deskriptif yaitu mengambarkan
dengan jelas bagaimana pembangunan Kawasan perdesaan. Hal ini sesuai
dengan apa vang dikemukakan oleh Effendy (2010:121) bahwa pokok dan
penelitian kua-litatif adalah menggambarkan dan menjelaskan. Kebanvakan
penelitian kualitatif bentuknya desknptif dan eksplanaton.
Kemudian sarantakos [1993:7) bahwa penelitian deskriptif cocok digunakan
untuk menjelaskan suatu sistem relasi dan peristiwa social vang
berlangsung dalam struktir dan proses agar diperoleh pemahaman tentang
factor penghubung dan isu-isu penting didalamnya (linking factor and
element of issues).

Teknik analisis data dimana bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan kemudian
diinventarigir dan diklasifikasi berdasarkan studi dokumen atau
menyesuaikan dengan maslaah wyang dibahas. Bahan vang diperoleh
kemudian  dipaparkan, disitemisasi kemudian dianalisis untuk
menginterprestasikan hukum vang berlaku. Dalam penelitian ini analisis
yvang digunakan adalah analisis kualitatif artinya dengan bertitik tolak pada
aturan hukum vang berlaku vang berkembang melalui pembahasan dalam
bahan sekunder. Kemudian dengan logika berfikir deduktif maka semua
bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya
(deskriptif), sehingga dapat menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan
konkrit mengenai kaidah vang benar dan tepat untuk diterapkan dalam
menyelesaikan suatu permasaiahan tertentu (Sunggono, 1997: 74).

Teknik alaisisis data kualitatif juga bisa disesuaikan dengan Model
Interaktif Miles dan Huberman (1992}, Model interaktif ini terdiri dan tiga hal
utama, vaitu: (1) reduksi data; ([2) penvajian data: (3) penarkan
kesimpulan /verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan vang
jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data
dalam bentuk vang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut
analisis.



BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. HAJIAN TEORITIS
1. Pemerintahan

Pemerintahan mengandung beberapa unsur vakni pemerintah, vang
diperintah, serta Norma dan nilai yang mendasari proses pemerintahan
tersebut frule of the game). [h satu pithak terdapat wewenang fauthonty) dan
kekuasaan (power) untuk membuat kebijakan f{public policy), menentukan
keputusan-keputusan (decision making) dan kegiatan-kegaitan tertentu
factivities) untuk pelaksanaan (execution) mencapai sasaran fobfective) dan
tujuan fgeall tertentu ([Ismail, 1996:8). Dengan demikian pemerintahan
diartikan  sebagai suatu proses tempat  pemeriniah melaksanakan
fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Sehingga berbagai
lembaga atau instansi yang dibentuk kemudian diserahi amanah dalam

rangka mencapai tujuan Negara.

Menurut C.F, Strong {1960) yang dimaksud dengan pemerintah adalah
lembaga atau organisasi vang melekat kewenangan untuk melaksanakan
kekuasaan Negara. Kemudian menurut 5. E. Finer istilah pemerintahan
sebagai pelayanan, sehingga paling tidak memiliki empat hal, yvaitu:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintahan

2. Menunjukkan permasalahan-permasalahan Negara atau proses
memilih terhadap masalah-masalah yang dijumpai

. Menunjukkan pejabat-pejabat vang dibebani tugas-tugas pemerintah

. Menunjukkan cara-cara atau metode atau system vang digunakan
untuk mengatur masyarakat (dalam Adisubrata, 2002:5)

oW

Tugas dan fungsi pemerintahan merupakan bagian dari aktivitas
public vang dilakukan oleh pemerintah, dimana aktivitas public tersebut
secara keilmuan dan hakikat dipercayakan kepada pemerintah. Menarik apa
vang disampaikan oleh John Stuart Mill (dalam Prawoto 2011:14)
menvampaikan alasan-alasan tentang perlunya aktivitas public yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Campur tangan pemerintah, walupun harus membatasi kebebasan
individu melalui perundangan yang ditegagkan, sangatlah dibutuhkan
dalam memelihara perdamaian dan melindungli masyarakat terhadap
serangan yang datang dari luar maupun dari dalam.



2. Bahwa pemerintah haruslah bersifat mfernor dalam melakukan
kegiatan industry dan perdagangan dapat diterima pada kebanyakan
negara, karna ada pepatah vang mengatakan apa vang dilakukan oleh
pemerintah juga dapat dikerjakan oleh sector swasta.

3. Bahwa juga diyvakini bahwa individu akan lebih percaya diri apabila
mengerjakan sesuatu untuk kepentingan sendiri, sehingga pemerintah
hanva t.':ergerak dalam ranah yang menyangkut kepentingan public

AtAU Umum.

Mengambil pendapat Rasyid (1996:10-12) menyebutkan tugas-tugas
pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan yakni: Pertama,
menjamin kemananan negara dari segala serangan dari luar, dan menjaga
agar tidak terjadi pemebrontakan dari dalam vang dapat menggulingkan
pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan, Kedua, memelihara
ketertiban dengan mencegah terjadinya gontak-gontakan diantara warga
masvarakat, menjamin agar perubahan apapun yvang terjadi di masyarakat
dapat berlangsung secara damai. Kefiga, menjamin keadilan.

Dijamin diterpakannya perilaku vang adil dapa setiap warga masyarakat,
tanpa membedakan status apa pun yang melatar belakangi keberadaan
mereka. Keempat, Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan
dalam bidag-bidang vang tidak mungkin dikejakan oleh lembaga
nonpemrintah, atau vang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima,
meingkatkan kesejahteraan sosial. Melakukan upaya untuk kepentingan
menigkatkan kesejahteraan sosial. Keenam, Menerapkan kebijakan ekonomi
yang menguntungkan masyarakat luas sepeti mengendalikan laju inflasi,
mendorong lapangan pekerjaan kerja baru, memajukan perdagangan
domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung
menjamin menigkatkan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat, dan
Ketufuh, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

Menurut Hamid Awaludin (2003:53-54) parameter untuk melhat atau
menakar apakah sebuah pemerintahan berfungsi atau tidak ada tiga

diantaranya :

- Pertama, apakah pemerintahan tersebut telah menjalankan fungsi
pelayvanannva kepada masvarakat, atau tidak, bila keluh kesah dari
masyaralkat bahwa pemerintahannya tidak meladeni sebagaimana

[P K p—— manlra 111 tmilah  tovarod mmandesllacva  CEErreaE i e e A il



pelayanan ini sangat penting, terutama dilevel daerah, sebab lapisan
terbesar masyarakat kita yvang membutuhkan pelayanan, ada dilevel
daerah. Dalam konteks pelayanan ini, tujuan utama pemerintahan, ialah
memenuhi tuntutan rasa keadilan rakyatnya. Lelwh lanjut untuk aspek
pelavanan ini, ukuran ratinonalitas dan obyvektifitasnyva adalah, equal
opporturity for all dan fair and impartial treatment yang diberikan oleh
pemerintah dalam melayani kepentingan masyvarakatnya, pemerintahan
daerah harus memberlakukan tiap warganya secara fair. Tidak boleh ada
perbedaan dalam hal pembenan pelayanan.

- Kedua, pemerintahan itu harus memeberdayakan warganya dalam segala
hal. Pemerintah tidak boleh sekadar melayani tuntutan kebutuhan
warga, tetapi sekaligus harus memberi ihtiar serius agar warganya itu
berdaya dalam segala hal. Dalam perspektif ini, pemerintah harus
menjadi institusi pendidik yvang memberi meotivasi dan arahan buat
warganya untuk berkembang dengan inisiatil dan ikhtiar sendiri. Jadi,
dalam konteks ini, pemerintah tidak boleh sekadar keasikan memberikan
pelayanan.

- Ketiga, pemerintah harus berfungsi membangun. Pemerintahan yang
baik adalah pemerintahan yang selalu pgelisah dengan perubahan
konstruktif, vang bisa mendapatkan kesejahteraan bagi rakvatnya.
Untuk aspek ini, pemerintah harus berfungsi sebagai institusi yang
membuka kanalisasi kesejahteraan bagi warganya.

2. Desa dan Potensi Desa

Secara etimologi, desa berasal dari Bahasa Sanskerta, vaitu “dhesi”
vang berarti tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
vang menetap dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki ikatan yang kuat
dan rasa kebersamaan antara satu dengan vang lainnyva. Menurut Damsar
dan Indrayani (2016:19) desa dan kota adalah konsep lokalitas (tempatan),
vaitu suatu konsep ruang dimana orang-orang menghabiskan sebagian
besar waktunya dalam relasi dengan orang lain, yang merupakan produk
dari kehendak manusia {wille/ wall).

Tidak jauh berbeda menurut Suryvaningrat (1976:3) menegaskan
bahwa desa merupakan tempat tinggal bersama yang ditimbulkan oleh
unsur-unsur sebagai berikut: manusia sebagai makhluk sosial, unsur
kejiwaan, alam sekeliling manusia, kepentingan bersama dan bahaya dan
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ditinggali sejumlah orang yvang saling mengenal, hidup bergotong rovong,
memiliki adat istiadatnya vang relative sama, dan mempunyai tata cara
sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagai besar mata
pencahariannya adalah petani atau nelayan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memilila batas wilavah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyvarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui
dan dihormat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnyva
akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama,
pengertian secara sesiologis, yvang mengambarkan suatu bentuk kesatuan
masyarakat atau komunitas penduduk vang tinggal dan menetap dalam
suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling menegal dengan baik dan
corak kehidupan mereka relative homogen, serta banyak bergantung kepada
kebaikan-kebaikan alam. Dua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai
suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan
hidupnva sehari-hari dari apa vang disediakan alam disekitarnya. Ketiga,
pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi
pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai
wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara
(Maschab, 2013:1-2).

Desa dan otonomi desa bermakna bahwa desa memiliki kewenangan
pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat guna
mencapai sebesar-besarnva kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian
kewenangan desa dijalankan dalam konteks negara kesatuan republik
Indonesia, bahwa negara mengakui dan menghormati kedudukan desa atau
dalam perspektif administrasi modern, Ada empat kewenangan yvang dimiliki
oleh desa dalam maksud otonomi vakni:

a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b} Kewenangan lokal berskala desa;

c] Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
orovingi atau pemerintah daerah kabunaten / kota: dan



d}] Kewenangan lain wvang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah RKabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa adalah satuan pemerintahan yvang diberi hak otonomi, menurut
Maschab ({2013:153) Desa disebut memiliki otonomi asli salah satunya
adalah karena desa memiliki aparatur pemerintahannyva sendiri, dengan
susunan dan tata cara pengangkatannya diatur sendin sesuai dengan tradisi
dan adat nms'mg—maam; desa. Ada vang diangkat melalui pemilihan, ada
vang berdasarkan keturunan atau diwariskan turun temurun, ada pula yang
berdasarkan musyawarah para tetua desa.

Potensi desa merupakan segala sumber dava alam maupun sumber
dayva manusia vang terrdapat, serta tersimpan di desa. Semua sumber dayva
tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa,
Potensi desa terbagi menjadi dua, vaitu potensi fisik dan potens: non fhsik
(Bawono dan Erwin Setvadi, 2019:8). Potensi fisik desa merupakan potensi
vang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pada desa, seperti: a)
tanah, merupakan faktor penting bagi penghidupan dari warga desa, b} air,
digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ¢) manusia, dalam hal
ini diartikan sebagai tenaga kerja, d) suaca serta iklim, memiliki peran
penting bagi warga desa, dan e| ternak, memiliki fungsi sebagai sumber
tenaga hewan. Sedangkan potensi nonfisik vang ada di desa adalah segenap
potensi sumber daya sosial dan budaya vang termasuk potensi nonfisik,
yaitu:

a. Masyarakat desa yang hidup secara bergotong-royong memnjadi
kekuatan produksi, serta pembangunan desa.

b. Pemerintah desa atau pamong desa vang bekerja secara maksimal
menjadi sumber keterlibatan, serta kelancaran pemerintahan desa.

c. Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa menjadi mitra
pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dalam
kegiatan pembangunan,

Berkaitan dengan potensi desa sebagai suawu faktor produksi,
menurut Salam (2004:47) ada beberapa faktor produksi yang meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi. Pertama, sumber daya alam atau tanah
merupakan faktor utama vyang mempengaruhi perkembangan suatu
perekonomian. Kedua, akumulasi modal, dimana modal berarti persediaan
faktor produksi vang secara fisik dapat diproduksi. Kefiga, organisasi.
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berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi.
Keempal, kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor
penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kelima. Pembagian kera
dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan
peningkatan produktifitas. Keduanya membara kearah ekonomi produksi
sekala besar yang selanjutnyva membantu perkembangan industri. Dilihat
dari kacamata administrasi pembangunan, sumber daya vang dapat
dijadikan sumber daya pembangunan meliputi dana atau modal, sumber
daya manusia, teknologi, dan organisasi,

Potensi daerah atau desa dimaknai sebagai sumber daya alam, sumber
daya buatan dan pembangunan, serta sumber daya manusia vang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus
sebagai upaya pengembangan kemampuan daerah (Sumihardjo, 2008:111).
Kemudian Wasistiono menyebutkan ada beberapa sumber daya daerah vang
periu dioptimalkan diantaranya sumber dava alam, sumber dava manusia,
dan sumber daya sosial budava (Wasistiono, 2003:128-130).

Oleh karena itu, Mengutip pendapat Bawono dan Erwin Setyadi
(2019:11) Meningkatkan peran desa dan potensi desa dalam kesejahteraan
masyarakat terdapat beberapa cara meningkatkan perekonomian pedesaan
agar desa semakkin maju yakni: 1) Mengembangkan produk wusaha
masyarakat melalui pengembangan industri rumah tangga, 3)
Mengembangkan sektor pertanian, 3) Mengembangan sektor perternakan, 4)
mengembagkan selktor peternakan, dan 5) mengelola desa wisata.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa vyang dibentuk memililka tugas utama
menggerakkan masyarakat agar bisa menjadi slah satu kekuatan penting
dalam proses pembangunan (Pambudi, 2003:18). Maka dalam pengaturan
desa disebutkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  dan  kepentingan masvarakat setempat dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa
berdasarkan Pasal 1 avat (3] Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 Tentang
Desa disebutkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yvang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Desa. Berdasarkan hal tersebut maka kepala desa memiliki
peran penting terutama dalam pengembangan potensi desa.



Lebih lanjut Menurut Widjaja (2003:7) Pemerintah desa merupakan
unit terdepan dalam pelayvanan kepada masyarakat serta tonggak strategis
untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat desa
merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masvarakat.
Upaya untuk memperkuat pemerintah desa salah satunya adalah dengan
kepemimpinan vang secara nyata mampu mengoptimalkan potensi yvang
dimiliki.

Fumeﬁm;ah desa memiliki peran menciptakan iklim vang mendorong
tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat, dilakukan melalui pesan-
pesan pembangunan, pengarahan partisipasi yang diwugjudkan dalam
pemanfaatan dana yang ada (Adisasmita, 2006:11); Pengelolaan proses sosial
di masyarakat, bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, membenkan
pelayanan sosial, rasa tentram, dan berkeadilan | Dwipayana dan Eko
2003:33, Khasan Effendy 2008:28); Menggerakkan masyvarakat agar bisa
menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses pembangunan (Pambudi,
2003:18). Lebih lanjut Solekhan (2014:52) melihat pemerintah desa
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan. Karena itu dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah
desa memiliki fungsi:

1] Menyelenggaraka urusan rumah tangga desa;

2] Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masvarakat;

3) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;

4] Meaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong

masyarakat;

5] Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

6] Melaksanakan musyawarah penvelesaian perselisihan dan lainnya.

Persoalan pokok yvang dihadapi Negara-negara berkembang terletak pada
desa vang miskin dan terbelakang. Sebab utamanya adalah kekurangan di
bidang pendidikan, organisasi dan disiplin. Desa sebagai struktur
perantaran dan agen perubahan ternyata tidak mampu menjalankan
fungsinya sesuai situasi dan kondisi (Schumacher, 1979:155). Salah satu
issu rasional dalam mewujudkan pemerintah desa yang mampu
menjalankan kegiatan pembangunan adalah memanfaatkan potensi desa
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Peran pemerntah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
melaluil potensi adalah suatu proses penpungkapan bagaimana pemerintah
berperan dalam peningkatan potensi-potensi fisik maupun nonfisik melalui
pemberdayaan masvarakat desa (Bawono dan Erwin Setyadi, 2019:17).
Potensi fisik desa merupakan potensi vang berhubungan dengan sumber
daya alam vang ada pada desa. sedangkan potensi nonfisik vang ada di desa
adalah segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang termasuk
potensi nonfisik, vaitu:

a. Masvarakat desa vang hidup secara bergotong-royong menjadi

kekuatan produksi, serta pembangunan desa.

b, Pemerintah desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal
menjad: sumber keterlibatan, serta kelancaran pemerintahan desa.

c. Lembaga kemasvarakatan dan lembaga adat desa menjadi mitra
pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dalam
kegiatan pembangunan.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada
masvarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.
Karena itu upaya memperkuat desa merupakan langkah mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Widjaja, 2003:76). Upaya untuk
memperkuat pemerintah desa salah satunya adalah dengan memanfaatkan
kotensi yang ada di desa.

4. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui
upaya-upaya secara sadar dan terencana (Lihat Bartakusumah 2005:5,
Salam, 2004:15). Pada umumnya pembangunan nasional banyak negara-
negara berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha
pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena yang paling terasa
adalah keterbelakangan ekonomi, dan pembangunan dibidang 1m1 dapat
mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahan-perubahan dan
pembaharuan dalam bidang kehidupan lain daripada masyarakat. Pola
pembangunan berikutnya berkembang pada kawasan yang saat im
menjanjikan untuk mempercepat pelayanan kepada masvarakat.



Menurut Adisasmita [(2014:47) mengatakan pembangunan adalah
suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada
tingkat vang lebih tinggi dan serba sejahtera. Menurut Siagian (1982:2)
mengatakan bahwa pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian
usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan
secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas
dalam rangka pembinaan bangsa. Kemudian yang dimaksud pula dengan
administrasi pembangunan adalah seluruh usaha vang dilakukan oleh suatu
masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagal suatu bangsa
dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha
pencapaian tujuan vang telah ditentukan,

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (dalam Bratakusumah,
2005 : 4) memberikan pengertian vang lebih sederhana tentang
pembangunan, yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah
yvang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat
menentukan tercapainya tujuan, karena masyarakat sebagal suatu unsur
dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa
vang ada diwilayahnya. Disamping itu masyarakat mendapat kepercayaan
dari pemerintah, sehingga mercka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan
merasa memiliki program-program pembangunan. Ada beberapa ide pokok
dari makna pembangunan vakni:

1. Pembangunan merupakan suatu proses berarti rangkaian berlangsung
secara berkelanjutan dan terdini dan tahap-tahap vang menyangkut
waktu, biaya atau hasil yang diperoleh.

2. Upayva secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
Bukan hanya secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak
dikategorikan sebagai pembangunan,

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka
panjang, menengah maupun jangka pendek.

4. Rencana pembangunan bermakna pertumbuhan dan perubahan.
Perubahan yvang dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu
negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam
menghadapi tuntutan situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan
sebelumnya atau tidak membangun tidak akan puas hanya
mempertahankan status quo yang ada,



5. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dalam rangka pembangunan tersebut, pemerintah dihadapkan pada
berbagai alternatif pendekatan yang akan dilakukan, salah satu pendekatan
pembangunan yang bisa mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan adalah melalaui pembanguna Kawasan perdesaan. Peluang
tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
Tentang Desa, Di samping pendekatan desa membangun, Undang
Undang Nomor'6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peércepatan pembangunan
sebagian wilayvah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan.
Kemuidan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebutkan Pembangunan
Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yvang dilaksanakan
dalam upayva mempercepat dan meningkatkan kualitas pelavanan dan
pemberdavaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota,

Pendefinisian pembangunan kawasan pedesaan, umumnya lebih
banvak sebagai pelengkap dari pedesaan. Kesadaran atas kawasan pedesaan
seringkali dihubungkan dengan tipa agenda penting: (1) pentingnya agenda
penataan ruang, (2) pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan, dan (3)
agenda menjaga keberlanjutan sumberdaya alam di pedesaan. Menurut
Cahyono (2017:363) Pengembangan kawasan pedesaan vang direncanakan
pemerintah masih belum memben ruang sungguh-sungguh pada problem-
problem struktural dan beragam masalah krisis sosial-ekologis (ketimpangan
struktural, konflik sosial-agraria, dan knsis pedesaan| di kawasan pedesaan
Indonesia, Ada beberapa tantangan pembangunan kawasan pedesaan yvakni:

l. Pembangunan kawasan pedesaan, dengan potret sejarah konthk
agraria struktural Panjang

2. Pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kekuasaan rezim
korporasi besar: perkebunan, perkebunan, dan kehutanan

3. Kawasan pedesaan yang memiliki potensi sumber kekayaan alam
melimpah dan jadi ancaman internasional multikorporasi.

4. Pembangunan kawasan pedesaaandi wilayah agenda pembangunan
nasional.



5 Pembanpgunan kawasan pedesaan di wilayah kepulauan vang timpang

Selanjuinya menurut Cahyono 2017:402-406) dalam kebijakan
pengembangan kawasan pedesaan setidaknya terdapat tiga arus utama
pemikiran:

1) Model orientasi pembangunan model “Land Use Planning™ (LUP). Model
pengembangan kawasan pedesaan imi lebih menekankan pada soal
perbaikan perencanaan tata ruang termasuk di dalanya adalah persoalan
perencﬂnaan.pemntukan!penggunaa.n tanah.

2} Model orientasi pengembangan kawasan berbasis produk unggulan dan
kesamaan karakter geografis dan lanskap ekologis. Bentuk
pengembangan kawasan pedesaan model ini menitikberatkan pada
makna “kawasan” sebagai satu kesatuan, karena memiliki persamaan
karakter tertentu. Misalnyva: kesamaan karakter geografis (dataran tinggi,
dataran rendah, perbukitan, pegunungan. kepulauan). Atau kesamaan
lanskap ekologis tertentu: kawasan lereng pegunungan, pesisir, ngarai,
daerah aliran sungai, sekitar/ dalam jenis-jenis kawasan (hutan dan
perkebunan), dan bentuk wisata alam. Atau didasarkan karena
kesamaan jenis komoditas yang dihasilkan dalam batas kawasan
tersebut, misalnya: kawasan pedesaan berbasis padi sawah, palawija,
perkebunan cokelat, buahbuahan, perikanan, peternakan. Dengan dasar
"kesamaan” yang melekat dalam batas ruang lingkup kawasan tersebut
maka konsep pengembangan kawasan pedesaan didudukkan. Sehingga
lahirlah beragam konsep pengembangan kawasan pedesaan berbasis
produk unggulan, kawasan pedesaan berbasis wisata alam dan
ekowisata, atau pengembangan kawasan pedesaan kombinasi dua atau
tiga kesamaan di atas: produk ungulan, kesamaan geografis dan lanskap
ekologis sekaligus. Pengembangan kawasan pedesaan model ini, sering
menjadi kiblat program pemernintah,

3} Model orientasi pengembangan kawasan demn pertumbuhan ekonomi.
Model pengembangan kawasan pedesaan ini lebih menkankanpada target
dan tujuan kapitalisasi dan akumulasi pertumbuhan ekonomi di
kawasan tersebut kaitannya untuk kepentingan ekonomi yvang lebih
besar. Penentuan jenis dan bentuk kawasan lebih ditekankan hanya
pada pertimbangan sumber ekonomi apa yang tersedia di ruang lingkup
kawasan tersebut. Misalnya pengembangan kawasan pedesaan berbasis
industri makanan, kerajinan, garmen, fumitur, teknologi modern



Dari berbagai sumber dapat dipahami bahwa peta masalah pedesaan itu
mulai dari hulu hingga hilir, dan scal paradigma pembangunan kawasan
pedesaan hingga soal kebijakan perencanaan dan pengabaian beragam
ketimpangan struktur agraria. Sehingga Weitheim 2009 [dalam Cahyono,
dkk 2017:407-409) menetapkan rambu-rambu pembangunan kawasan
pedesaan mesti dilihat di beberapa level tersebut. Di antara hal-hal
mendasar yang patut ditegaskan sebagai rambu-rambu tersebut adalah:

1. Mengembalikan paradigma pembangunan (termasuk pembangunan
kawasan pedesaan di kawasan ekowisata) vang lebih berpihak pada
kelompok lemah di pedesaan bersifat, partisiapatif, inklusif, dan hormat
pada prinsip berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Dalam pandangan
ini penting diperiksa ulang seluruh pradigam pembangunan yang
dianut dengan pertanyvaan dasar; pembangunan menurut siapa?
Kesejahteraan untuk siapa?® Siapa yang diuntungkan dan dirugikan?
Dari pembangunan tersebut, dan siapa subjek utama pembangunan
dan perubahan itu?

2. Menegaskan prinsip keselarasan dan taat prinsip ekologis. Kembali
menaruh rasa hormat yang sungguhsungguh pada pengetahuan
lokal/adat, tradisi, budaya tata ruang lokal/tradisional/adat, daur
pengetahuan dan ruang hidup rakvat vang telah terbukt baik dan
menghidupi ruang hidup rakyat dalam warisan kesejarahan yvang
melekat secara sosial-politik di masyarakat.

3. Kepekaan atas masalah ketimpangan struktural |agraria) dan krisis
sosial-ekologis pedesaan. Schingga perlu penegasan koreksi dan
perubahan serius serta melihat ulang relevasni dari beragam bentuk
kebijakan pembangunan kawasan pedesaan vang lebih bersifat belas
kasihan (carity), karikatif, sporadis dan hanva dalam tujuan untuk
menjawab “teknokratisasi masalah” di kawasan pedesaan.

4. Mendahulukan keadilan sosial dan pemerataan di atas tujuan
kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi (jangka pendek). Prinsip ini
penting sebab dalam praktik kebijakan pengembangan dan
pembangunan kawasan pedesaan tujuan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan tidak otomastis berdimensi keadilan, pemerataan, dan
memiliki pertimbangan kebutuhan jangka panjang dalam makna
keberlanjutan  layanan alam, namun benar-benar hanya dem
pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan jangka pendek.



5. Pentingnya penghormatan atas keragaman dan kompleksitas masalah
serta hati-hati atas bentuk-bentuk penyeragaman dan pernyederhanaan
pembangunan. Pada dasarnya beragam kebijakan pengembangan
kawasan pedesaan berprinsip menvederhanakan kompleksitas sosial
dengan asumsi kemudahan, efisien dan kecepatan target program.
Namun, akhirnya hasil yang diperoleh tidak berumur panjang sebab
banyvak ketidaksesuaian dan keselarasan dengan apa yvang memang
secara empirik ada dalam keseharian masyarakat vang kadang tidak
mudah disederhanakan.

6. Menghindan kebjakan “*Top Down", menguatkan vang “baik” dan
memulihkan vang rusak dengan “tenaga dalam”™ masvarakat sendiri.
Meski telah lama ditolak pendekatan sentralistik dari atas, namun pada
praktiknya masih banysk watak top-down dalam banyvak bentuknya
vang lebih halus dan tersamar. Kini semakin mendesak untuk menggali
ulang pengetahuan lokal dan geneusitas perubahan sosial yang
berdasar dari potensi kekuatan masyarakat sendiri yang telah terlalu
lama tergerus, tidak dipercavai dan hormati atas nama pengetahuan
orang terdidik dan sekolahan. Tentu saja niat ini mesti peka jebakan
dari “romatisme”, “glorifikasi” dari masyarakat dan pengetahuannya.
Sebab pada hakikatnya masyarakat dan seluruh pengetahuannya
bersifat dinamis dan bagian dari konstruksi sosial (social construction)
terus menerus.

7. Mendahulukan suara kelompok terlemah di pedesaan sebagai
konstituen absah pembangunan. Prinsip int bukan hanva demi strategi
pembangunan yang lebih bersifat partisipatif dan demokratis, namun
lebih sebagai sikap wajib moral bahwa tujuan akhir dan pembangunan,
termasuk pembangunan kawasan pedesaan harus memiliki semangat
transformasi sosial bagi masyarakat termiskin dan terlemah di
pedesaan. Sebab problem klasik dan mendasar dari pembangunan
adalah tidak tersambungnya antara tujuan elite (penguasa) dan massa
{rakvat) (Weitheim, 2009,

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan
antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upava mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masvarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan
partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan



dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Penetapan pembangunan Kawasan perdesaan dimana pembangunan
akan dilaksanakan seringkali merupakan masalah yang cukup pelik dan
rumit, serta tidak mudah dipecahkan secara teoritis ataupun paling sedikit
menggunakan analisis matematis atau analisis kuanttatif. Walaupun
demikian harus diusahakan sejauh mungkin dapat memenuhi pemikiran
vang paling relevan, yang dalam garis besarmya dibagi dalam dua kategori,
yakni kontribusi para ahli teori khusunya doktrin biava komparatif,
pertumbuhan ekonomi, teori lokasi dan tata ruang. Kedua, kontribusi
empiris, seperti studi-studi desa, investigasi sejaharah desa, pola migras,
dan pengaruh pembangunan (Lihat Adisasmita, 2014:99).

Terkait dengan pembangunan berbasis pada Kawasan perdesaan,
meminjam pendapat Adisamita (2014:47) yang mengatakan Teori sumber
daya manusia dan paradigma ketergantungan dengan daerah lain
merupakan pendekatan dasar yang prospektifl untuk melakukan perubahan
dan pembangunan ekonomi sosial dalam upaya mencapal sasaran janghka
Panjang, yaitu penguatan kemandirian lokal. Jadi dimensi lokal atau
lokalitas itu sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam pendekatan
pembangunan. Pendekatan wilayah bertolak pada kenyataan bahwa setiap
kegiatan pembangunan terkait pada wilayah, selalu memanfaatkan dan
menempati ruang wilavah,

Jadi pembangunan pembangunan berbasisi Kawasan dalam naskah
akademik ini yang disebut dengan pembangunan Kawasan perdesaan
merupakan salah satu upayva vang prospektif dalam meneciptakan
kemandirian lokal, Pembangunan berbasisi Kawasan perdesaan didasarkan
pada kenyataan setiap pembangunan berdasarkan pada Kawasan yang
memiliki komuditas atau masalah yang sama. Pembangunan Kawasan
perdesaan memungkinkan koordinasi pembangunan berjalan secara terpadu
dan memungkinkan tercapainya kesejahteraan masyvarakat yang dicita-
citakan,

B. HAJIAN PRINSIP PENYUSUNAN
Naskah akademik pembangunan Kawasan perdesaan ini merupakan

salah satu dasar atau pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar
dalam menetapkan Kawasan perdesaan. Oleh karena prinsip yang



Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pembangunan Kawasan Perdesaan, dimana Pembangunan kawasan
perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

aj

b

d

Yang dimaksud dengan “partisipatiif adalah penvelenggaraan
Pembangunan  Kawasan  Perdesaan vang  mengikutsertakan
kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Holistik dan kemprehensif

Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif® adalah
Pembangunan  Kawasan  Perdesaan dilaksanakan  dengan
memperhatikan berbagai apsek kehidupan vaitu fisik, ekonomi, sosial,
dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk
mencapai tujuan pembangunan kawasan.

Berkesinambungan

Yang dimaksud dengan *berkesinambungan” adalah Pembangunan
Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara Lkontinyu dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat
memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan,
Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “keterpaduan® adalah Pembangunan Kawasan
Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung
maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan.
Keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan”® adalah Pembangunan kawasan
Perdesaan memberikan kesempatan yvang sama kepada setiap unsur
pembangungan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas
hdupnya.

Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah Pembangunan
Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian
antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; antara
kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan
pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat,



g Transparansi
Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah Pembangunan Kawasan
Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk memperoleh informasi tentang penvelenggaraan Pembangunan
Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

h) Akuntahlitas
Yang dimaksud dengan “"akuntabilitas” adalah Pembangunan Kawasan
Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung
jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal
maupun eksternal.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIE PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG
ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

1. Kondisi Kawasan Perdesaan
Penvelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a)

kelembagaan; b. pengusulan dan penetapan; c. perencanaan pembanggunan
kawasan perdesaan; d. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Naskah akademik yang
disusun terkait erta dengan tahap pengusulan dan penetapan pembangunan
kawasan perdesaan di Kabupaten Kampar. kawasan perdesaan diusulkan
oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Pemenintah Kabupaten/Kota
dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa (Mendapatkan persetujuan
Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnva diusulkan menjadi
kawasan perdesaan).

Lebih lanjut penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
dilaksanakan dengan urutan: 1) inventarisasi dan identifikasi, 2) usulan, 3)
penilaian usulan, 4] penetapan kawasan. Berdasarkan tinjauan lapangan
usulan terhadap 3 (tiga] desa yakni Desa Pulau Gadang, Desa Koto Mesjid
dan Desa Tanjung Alai merupakan prakasa dan pemerintah kabupaten dan
tigan desa vang dijadikan objek kawasan perdesaan sehingga prosesnya
sesual dengan asas partisipatifl. Hasil inventarisasi dan identifikasi dapat
dilihat pada tabel benkut:



Tabel 2.1

Deskripsi Kawasan Perdesaan
{Desa Pulau Gadang, Desa Koto Mesjid dan Desa Tanjung Alad)

1 Maurma Tetna kawasan Kawasan Plt;rdl:aaan Pariwisata
Mama Inlkasi Kawasan Pmtn_-n Faﬂwiﬂ.m
2 Letak Kecamatisn X1 Koo Kampar
kawasan Kabupaten Kampar
2 | WA 3 {Tiga) Desa;
- Desa Pulau Gadang,
. Jumlah dan Nama Desa | o - o Mesjid
= Desa Tanjung Al
« Dhess Pulau Gadang TDM Meamndin
W“”‘ﬂ““ W - Desa Koto Mesjid DM Mandiri
=—— ! = Desa Tanjung Alai IDM Berkembang
4 | Potensi | Komuditas U, .
koo K ngxulan Pariwisars Danay
Komuditas unggulan - Desa Pulan Gadang Unggulan
desa Perikanan
- Dwsa Koto Mesjid Unggulan Perikanan
« Desma Tanjung Alai Unggulan
Perkebunan
] Penduduk alumish Pendudul - Dhesa Pulau Gadang 2,327 Jwa
dan Mobilitas - Diesa Koto Mesjid 2,328 Jiwa
F{;ﬂd‘ﬂd‘uk - ]jeu'?‘nnjms Alad 2446 S
sumiah Penduduk = Desa Pubng Gacdang 2285 Jiwa
Menetap - [Depa Kote Megjid 2.328 Jiwa
« Desa Tanjung Almi 2,446 Jiwa
Jumlah Pencdudulk - Desa Pulad Gadang 115
Mislcin - Dhesn Kota Mesjid 67
- Desa Tanjung Alai 1,849
f Sarana dan Sarana Pendidiltan PAUD, 3D, SLTP, SLTA e ——
Prasarana Saranm Kesehalan Posyandiu, Poskesdes, Puskesmas
kavasan yang | Saranm Ekonom: Pazsar D
sudah ada Yrilrmatrokttr Akses Jalan, Balai Adat, Dermage Danau
| 7 Permasalahan | Bidang Infrasuatus - Belum trn:d.!m:.m infrastruktur yang |
vang dihadapi memasdai dalam menunjang selor
| pariwisata tiga desa
= Behom tersedianya Perbup Batas Debsa
- Belum tersedinya Regulssi terkait
Ohjek Wisatn
Ekoriomi - Pemassran produk dess yang helum
berjalan oprimal
- Pengembangan wsaha yang dimiliki
o obeh masyarakal tiga desa
Pendidikan = Kualitas Sumber Daya Manusia [SOM)
dare Pengelola Objek Wisata Danay
Kesehatan - Dampak Banjir
- Dampak Limbah Industri Perikanan
-] Potens
Rawan ?m*“kl k Bepcana Y208 | Tidak ada
Bencana

Sumber: Olahon data Tim Kafan Akadik Pembangunan Kawasan Perdesaan

Berdasarkan tabel deskripsi diatas, desa-desa dalam satu kawasan yang

terdiri dari Desa Pulau Gadang, Desa Koto Mesjid dan Desa Tanjung alai
berdasarkan identifikasi memiliki keterkaitan komuditas unggulan pariwiata
sehingga layak untuk dikembangkan dalam satu kesatuan kawasan, Dua
Desa (Pulau Gadang & Koto Mesjid) memiliki komuditas unggulan perikanan



dan satu desa (Desa Tanjung Alai] mempunyai komuditas unggulan
perkebunan. Dimana masing-masing Desa memiliki komuditas unggulan
Kawasan pariwisata. Berdasarkan Inventarisasi & Identifikasi Kawasan di
Tiga Desa, memiliki tema kawasan: “Kawasan Perdesaan Pariwisata”.

Adapun model pengembangan KkKawasan perdesaan berdasarkan
identifikasi lebih kepada Model orientasi pengembangan kawasan berbasis
produk unggulan dan kesamaan karakter geografis dan lanskap ekologis.
Bentuk pengembangan kawasan pedesaan model ini menitikberatkan pada
makna *kawasan” sebagai satu kesatuan, karena memiliki persamaan
karakter tertentu vakni kesamaan lanskap ekologis kawasan wisata alam
berupa danau. Dengan dasar “kesamaan” yang melekat dalam batas ruang
lingkup kawasan tersebut maka konsep pengembangan kawasan pedesaan
didudukkan. Sehingga lahirlah beragam konsep pengembangan kawasan
pedesaan berbasis produk unggulan, kawasan pedesaan berbasis wisata
alam dan ekowisata, atau pengembangan kawasan pedesaan kombinasi dua
atau tiga kesamaan di atas: produk ungulan, kesamaan geografis dan
lanskap ekologis sekalipus. Pengembangan kawasan pedesaan model imi
merupakan program pemerintah vang dikembangkan saat ini.

2. Permasalahan Kawasan Perdesaan

Secara potensi tiga desa yang diusulkan memiliki potensi Kawasan
pariwisata, namun berdasarkan fakta dilapangan terdapat beberapa
permasalahan terkait dengan potensi yang dimiliki, vaitu:

1. Status lahan yvang terkait dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
2. Status lahan vang terkait dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

3. Belum tersedinyvan Perbup Batas Desa.

4. Belum tersedinanya Regulasi Objek Wisata.

5. Pengelolaan Dermaga.

6. Banjir dan Limah Industri Perikanan.

7. Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Objek Wisata.

8. Infrastruktur vang Belum Mendukung.



Dengan mengajukan potret masalah pedesaan dan kawasannya juga
berdimensi ketimpangan struktural dilapisi beragam krisis agraria, maka
lavak diperiksa ulang seluruh kebijakan dan pembangunan pedesaaan dan
kawasannya, atas nama apapun, termasuk atas nama Undang-undang Desa.

Selain  itu, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan
memperhatikan RTEW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota,
terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program
pembangunan serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar
batas toleransi vang tidak dapat ditanggulangi. Oleh karena itu diperlukan
Langkah-langkah singkronisasi terhadap pembangunan kawasan perdesaan.
Adapau Langkah vang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan
yvang ada vakni: 1) Penyamaan persepsi masyarakat tiga desa vang meliputi
Pulau Gadang, Koto Mesjid & Tanjung Alai, 2) Penyelesaian Sataus Lahan
PLTA oleh pemenntah Kabupaten Kampar dengan Instansi Terkait, dan 3|
Perlu pembicaraan Bersama antar instansi terkait Pembangunan Kawasan
perdesaan yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),
Badan Perencanana Pembangunan Daeah (Bappeda), Bagian Tata
Pemerintahan, Dinas Perhubungan (Dishub), Pengelola Pembangkit Listrik
Tenaga Air {(PLTA), Badan Pertanahan Nasional (BPN}, Dinas Pariwisata,
Dinas perindustrian, Dinas Perikanan dan Pertanian, Camat XIIl Koto
Kampar, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIEASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG
AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN BUPATI
TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA
TERHADAF ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.

Pembangunan Kawasan perdesaan diidentifikasikan mampu untuk
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan
ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan
partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program,
dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Masvarakatl tiga
desa |[Desa Pulau Gadang, Desa Koto Mesjid, dan Desa Tamjung Alai)
menyvambut baik dan antusias dengan adanya kegiatan pembanguna
kawasan perdesaan.

Kemudian terkait dengan aspek beban keuangan dalam pembangunan
kawasan perdesaan memmiliki peluang yvang sangat baik dimana Sumber
dana untuk pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat



-  Dana Pemerintah meliputi:

a) Dana dari Pemerintah Desa, yaitu bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b} Dana dan Pemernntah Kabupaten/Kota, vaitu bagian dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah [(APBD] Kabupaten/Kota atau
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten/Kota.

¢) Dana dari Pemerintah Provinsi, yaitu bagian dari Angpgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Provinsi atau Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA} SKPD Provinsi.

d) Dana dari Pemenntah Pusat, yaitu bagian dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (AFBN|] atau Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga.

- Dana Non-Pemerintah Dana non-pemerintah dapat berupa dana
swadava masyarakat, swasta, maupun pihak lainnya. Dana dapat dari
dalam negeri maupun luar negeri vang dalam pelaksanaannva sesuai
ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan Kawasan
Perdesaan dengan dana non-pemerintah dilakukan melalui koordinasi
antara pihak pemberi dana dan TKPKP, baik TKPKFP Kabupaten/Kota,
TKPRP Provinsi, atau TRPKP Pusat tergantung kesepakatan dengan
pihak pemberi dana.

Pembangunan kawasan perdesaan tentunya berdampak kepada
bertambahnya beban pemerintah dari sisi anggaran baik APBN maupun
APBD terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung
kawasan perdesaan seperti pembangunan jalan dan dermaga.



BAB II1
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan
terkait yang memuat kondisi hukum vang ada. Kajian terhadap Peraturan
Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum
atau  peraturan  perundang-undangan vang —mengatur —mengenai
pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan bupati atau
keputusan bupati yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tngkat
sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yvang ada, untuk
menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan
atau uraian ini menjadi bahan bagl penyusunan landasan filosofis dan
yuridis dari pembentukan peraturan bupati yang akan dibentuk.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satunva
mengatur materi tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan
perdesaan. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa,
perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan kawasan
Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu
Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masvarakat Desa di Kawasan
Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, Oleh karena itu,
rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh
Permmerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Dalam Pasal 83 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menvebutkan:

1) Pembangunan  Kawasan Perdesaan merupakan  perpaduan
pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

2] Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upava
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyvarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalu:
pendekatan pembangunan partisipatil.

3) Pembangunan Kawasan Perdesaan mehputi:

a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka

penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang
Kabupaten /Kota;



b} Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masvarakat perdesaan;

¢) Pembangunan infrastrukiur, peningkatan ekonomi perdesaan,
dan pengembangan teknolog tepat guna; dan

d) Pemberdavaan masyvarakat Desa untuk meningkatkan akses
terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

4} Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh
Pemerintaty, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemernntah Daerah
Kabupaten /kota, dan Pemerintah Desa.

5] Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud
pada avat (4] ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayvat (5) Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebutkan Pembangunan
Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa vang dilaksanakan
dalam upava mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang
ditetapkan oleh Bupati/ Walikota,

Pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan dengan peraturan
bupati/walikota, sesuai dengan Pasal 6 Avat 3 Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan vang menegaskan: “Penetapan
kawasan perdesaan dan HRencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota®, Oleh karena itu naskah
akademik vang disusun oleh tim kajian merupakan dokumen yvang menjadi
pedmoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam pembangunan

kawasan perdesaan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan
kawasan perdesaan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 14/Dpkp/Sk/07 /2016
Tentang Penyelengparaan Pembangunan Kawasan Perdesaan menerangkan
Tim Koordinasi Pembanguna Kawasan Perdesaan (TKPKF) Kabupaten/Kota
atau BKAD selaku pengusul melakukan inventarisasi dan identifikasi



deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan,
potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yvang
dihadapi, dan delineasi kawasan, sebagai bahan usulan penetapan kawasan
perdesaan. Nama kawasan terdiri atas tema kawasan ditkuti dengan nama
lokasi.

Nama lokasi mewakili desa-desa yvang membentuk kawasan, biasanya
dipilih nama kecamatan, atau desa yang akan menjadi pusat kawasan, atau
cirl spesifik kawasan. Sedangkan tema kawasan perdesaan merupakan fokus
penanganan kawasan yvang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi
dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan. Tema Kawasan
Perdesaan melingkupi 2 hal, vaitu menonjolkan potensi dan/atau

menonjolkan penanganan masalah.

Desa-desa dalam satu kawasan harus memiliki keterkaitan komoditas
unggulan atau permasalahan, sehingga layak untuk dikembangkan dalam
satu kesatuan kawasan. Delineasi Kawasan Perdesaan merupakan batas
vang ditetapkan, bisa batas administrasi dan/atau batas fungsional,
berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas wilayah
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan Nomor: 14/Dpkp/Sk/07/2016 Tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Kawasan Perdesaan juga menjelaskan terkait dengan
pengusulan kawasan perdesaan, dimana Pada prinsipnya, pihak yvang paling
memahami potensi dan permasalahan suatu Kawasan Perdesaan adalah
masvarakat atau pihak-pthak vang berada atau terkait dengan kawasan
tersebut. Namun demikian, ketika  masvarakat  belum bisa
mengartikulasikan potensi dan/atau  permasalahan vang ada, maka
Pemerintah Daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan
Kawasan Perdesaan. Dengan demikian Kawasan Perdesaan dapat diusulkan
melalui dua pihak, vaitu:

1. Diusulkan oleh beberapa desa vang tergabung dalam Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan atau tanpa didampingi oleh
pihak ketiga. Inisiatif wusulan dikoordinasikan dengan TKPKP
Kabupaten/Provinsi, sehingga menghasilkan kesepakatan.



2. Diusulkan oleh SKPD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan
aspirasi masvarakat desa. Inisiatif usulan disosialisasikan ke tingkat
kecamatan dan desa-desa terkait, oleh TKPKFP dengan atau tanpa
didampingi oleh pihak ketiga, sehingga menghasilkan kesepakatan,

Crambar 3. 1
Disgram Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan
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Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdasaan dapat dibantu oleh Pihak Ke-1 rdiri atas

sejumlah desa yang membentuk kawasan. Delineasi kawasan ditentukan
berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah
vang akan ditangani; pada desa-desa yang membentuk kawasan.

Penetapan kawasan perdesan, dilakukan apabila usulan sudah
memenuhi persyaratan, Usulan penetapan dilakukan oleh TEPKP
Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Surat usulan penetapan Kawasan
Perdesaan dilampiri dengan deskripsi kawasan dan delineasi kawasan yvang
sudah diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten/Kota, surat berita acara penilaian
kawasan vang ditandatangani oleh anggota TPKPK Kabupaten /Kota.



BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan ecita hukum vyang meliputi suasana
kebatinan serta 'falsafah bangsa Indonesia vang bersumber danr Pancasila
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Dalam Undang-undang Dasar 1945 terkandung makna Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonom daerah, Otonomi daerah
itu sendiri didalam penvelenggaraannya dipandang periu lebih menekankan
pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,
gseria memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Banyak faktor yvang
mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor
geografis vang mencakup potensi daerah (sumberdaya alam), luas daerah,
jumlah penduduk, dan kondisi fasilitsfasilitas masyarakat umum, serta hal-
hal lain vang menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi
daerah, dalam hal ini pemekaran wilayvah.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Menegaskan bahwa pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, memberi arti bahwa fungsi negara adalah
memberikan perlindungan bagl seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang lebih penting lagi selain
meberikan perlindungan adalah fungsi utama negara adalah memajukan
kesejahteraan umum dengan semua kebijakan yang dibuat sehingga
memberikan rasa aman dan sejahtera dalam kehidupan bermasvarakat,
berbangsa dan bernegara.

Implementasi pemerintah di daerah berupa pemenntahan dalam
bentuk kelembagan pemerintah daerah provinst ataupun kelembagaan
pemerintah daerah kabupaten kota. Hal ini dapat kita lihat di dalam
Undang-Undang Negara Rl Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia di bagi atas Daerah-daerah Provinsi yang mempunyai



pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang vang di dalam
mengatur dan mengurus urusan daerahnva secara sendiri dan bersifat
otonom dan tugas pembantuanl2. Didalam mengatur pemerintahannya
pemerintah provinsi tentu saja membutuhkan seuah regulasi, untuk itu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan
ruang kepada daerah wvaitu pemenntah daerah provins: berhak untuk
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut.

Memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah,
kependudukan dan pertimbangan dar aspek sosial budayva, serta dengan
meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa yang ada di Kabupaten
kKampar, Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam program
pembangunan desa, maka harus mendapat dukungan dari masyarakat.
Karena itu, maka proses pembangunan vyang diawali dari sebuah
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan lebih baik apabila
melibatkan masyvarakat.

Tuntutan dalam pembangunan kawasan perdesaan merupakan upaya
mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan
pemberdavaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan
pembangunan partisipatif. Pembangunan perdesaan dengan pendekatan
kawasan merupakan salah satu pendekatan yvang bisa digunakan untuk
mempercepat terwujudanya kesejahteraan mayvarakat dan keadilan dalam
pelaksanaan pembanpunan di Indonesia.

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan  mengingat
perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah
lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbubhan vang cukup
besar dan memerlukan dorongan ekstra dar Pemerintah/Pemerintah
Daerah. Pasal 83 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa
Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam
1 (satu) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan
partisipatif.



Cahyono, dkk (2017:363] mengemukaan Kesadaran atas kawasan
pedesaan seringkali dihubungkan dengan tiga agenda penting (1
pentingnya apenda penataan ruang, (2] pengembangan ekonomi lokal
berbasis kawasan, dan (3] agenda menjaga keberlanjutan sumberdaya alam
di pedesaan.

Pemerintah Daerah setempat memiliki peran strategis untuk
mengusulkan Kawasan Perdesaan dengan memperhatikan aspirasi
masyarakat desa. Pengusulan tiga desa (Desa Pulau Gadang, Koto Mesjid,
dan Tanjung Alai) sebagai kawasan pariwisata mendapatkan respon positif
oleh masvarakat. Hal ini dikarenakan secara filosofis pembangunan kawasan
perdesaan vang akan dilakukan mempertimbangkan pandangan hidup,
kesadaran, dan cita hukum vang meliputi suasana kebatinan serta falsafah
bangsa Indonesia vang bersumber dan Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Secara konkrit hal
tersebut mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam menilkmati kemajuan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Di dalam mengatur regulasi terkait penetapan kawasan perdesaan
agar di dalam pengaturan vang termuat dalam norma-norma yang diatur
hendaknva mengacu kepada nilai pancasila tersebut. Nilai yang ada di dalam
pancasila tersebut adalah hendaknya peraturan daerah yang dibuat
memberikan rasa adil dalam kerangka kemanusian yang beradab dan
keadilan bagi seluruh masyarakat indonesia dalam bentuk kehidupan sosial
vang menyejahterakan tentunya.

B. LANDASAN BSO0SIOLOGIS

Landasan sosiclogis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan masyvarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiclogis
sesungguhnya menvangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah
dan kebutuhan masyvarakat dan negara.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah
fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam
pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage;
pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar
sektor, “pasar” dan masyarakat. Kemudian Pembangunan Kawasan



Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib
mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
serta mengikuisertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan
potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Berdasarakan
fakta empins, masvarakat Desa Pulau Gadang, Koto Mesjid dan Tanjug Alai
memperioritaskan pada pengembangan potensi pariwsiata desa. Tiga desa
vang dijadikan Kajian sangat mengharapkan terwujudnya penetapan lokasi
pembangunan kawasan perdesaan Vang diharapkan mempu
mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat
desa. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan keuangan
membuat potensi sumber daya alam yang ada belum optimal di manfaatkan.
Oleh karena itu melalui penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
nntinya diharapkan aka ada program kegiatan yang memuat komponen
pelaksanaan, kegiatan vang akan dilaksanakan, lokas: (desa), jumlah dan

sumber dana, waktu dan indicator capaian.

Seperti vang sudah disampaiakan sebelumnya pembangunan kawasan
perdesaan dilakukan atas Kesadaran tiga agenda penting: (1) pentingnya
agenda penataan ruang, (2) pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan,
dan (3] agenda menjaga keberlanjutan sumberdaya alam di pedesaan,

Berdasarkan hal diatas, maka penetapan pembangunan kawasan
perdesaan vang meliput Desa Pulau Gadang, Koto Mesjid dan Tanjug Alai
dimaksudkan untuk memenuhi ketubuhan masyarakat, Oleh karena it
vang menjadi pertimbangan sosiologis dan naskah akademik penetapan
pembangunan kawasan perdesaan adalah:

1} Bahwa pembuatan peraturan bupati mengenai penetapan lokasi
pembangunan kawasan perdesaan bertujuan memberikan payung
hukum bagi terbentuknya penetapan lokasi pengembangan kawasan
perdesaan, sehingga kedepannva dalam melakukan perencanan dan
kegiatan pembangunan kawasan perdesaan tidak ada kendala.

2) Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.



3) Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian vang ada di tiga
desa pembangunan kawasan perdesaan.

4} Mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan
partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana,
program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

3) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka
kesejahteraan masyarakat.

C. LANDASAN YURIDIS

Sebagai salah satu prinsip vang diakui, negara hukum Indonesia
memiliki prinsip vang berbeda dengan negara hukum kebanyakan. Negara
hukum Indonesia tersebut, diidealkan harus mengacu pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memang
mengatur tentang tujuan bernegara. Selain itu, prinsip negara hukum ini
juga harus dilandaskan pada asas dan konsep Pancasila vang diantaranya
mengandung [1) Asas ketuhanan [mengamanatkan bahwa tidak boleh ada
produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agamal, (2) asas
kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin dan
melindungi hak asasi manusia), (3] asas kesatuan dan persatuan
(mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum
nasional vang berlaku bag seluruh bangsa Indonesia, serta berfungsi
sebagai pemersatu bangsa), (4] asas demokrasi (mengamanatkan bahwa
kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil, dan demokratis|, serta (3]
asas keadilan sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara
mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan
hukumj.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa
vang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelavanan dan pemberdavaan masyarakat desa melalui pendekatan
partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Landasan vuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau vang
akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan



masvarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan
dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk
Peraturan Perundang-Undangan vang baru. Beberapa perscalan hukum itu,
antara lain, peraturan yang sudah Lketinggalan, peraturan yang tidak
harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan vang lebih rendah dari
Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada
tetapl tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam konteks naskah akademik penetapan lokasi pembangunan
kawasan perdesaan ini, terkait degan mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjaim kepastian hukum
dan keadilan masyarakat. Selain itu landasan yuridis dalam konteks ini
menyangkut persoalan hukum yvang berkaitan dengan substans: atau maten
vang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan bupati dan berdasarkan fakta
empiris peraturannya memang sama sekali belum ada.

Aturan yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan dan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan Nomor: 14 /Dpkp/Sk/07/2016 Tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, menegaskan bahwa
penetapan kawasan perdesan dan Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Rincian lebih
lanjut sebagai berikut:

1. Pasal B3 Ayat (5] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
menyebutkan HRencana pembangunan Kawasan Perdesaan
ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebutkan Penetapan
kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Nomor: 14/ Dpkp/8k/07/2016 Tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Kawasan Perdesaan menegaskan Surat penetapan
Kawasan Perdesaan ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnva
disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan
kepada TEPKP Kawasan.



BABV
JANGHKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN BUPATI

A. PEMBUKAAN
Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;

o

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
Konsideran diawalai dengan kata Menimbang;

=P

Dasar Hukum diawalai dengan kata mengingat; dan
Memperhatikan

™ o

Diktum diawali dengan kata menetapkan.,

B. MATERI POKOK YANG DIATUR
Materi pokok vang diatur ditempatkan langsung setelah kata menetapkan,
dengan penyantuman kata Kesatu, Kedua, Ketiga, dan Keempat.

C. PENUTUP
Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan vang
memuat: penandatanganan  pengesahan atau  penetapan  Peraturan
Perundang-undangan dan pengundangan atau Penetapan Peraturan
Perundang-undangan.



BAEB VI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tentang penetapan lokasi pembangunan
kawasan perdesaan di desa Pulau Gadang, Koto Mesjid dan Tanjung Alai
dapat disimpulkan:

1. Desa Pulau Gadang, Koto Mesjid dan Tanjung Alai memiliki potensi
desa dengan tema Kawasan Perdesaan Panwisata dan layak untuk
ditetapkan sebabagi lokasi pengembangan kawasan perdesaan.

2. Pertimbangan secara fllosofis Pembangunan perdesaan dengan
pendekatan kawasan merupakan salah satu pendekatan vang bisa
digunakan untuk mempercepat terwujudanva kesejahteraan
mayarakat dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan di
Indonesia. Selanjutnya Pertimbangan secara sosiologis dimana
pembangunan kawasan perdesaan vang meliputi Desa Pulau Gadang,
Koto Mesjid dan Tanjug Alai dimaksudkan untuk memenuhi
ketubuhan masvarakat wvang meliputi; 1] memberikan kepastian
hukum, Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masvarakat, 2] Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian
vang ada di tiga desa pembangunan kawasan perdesaan, 3|
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan
partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana,
program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan, 4)
Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka
kesejahteraan masyvarakat. Terakhir pertimabngan secara yuridis
dimana aturan vang telah ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 14/Dpkp/Sk/07/2016
Tentang Penyvelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
menegaskan bahwa penetapan kawasan perdesan dan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.



1.

Pembangunan kawasan perdesaan perlu memperhatikan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kabupaten.

. Penyamaan persepsi masyarakat tiga desa yang meliputi Pulau

Gadang, Koto Mesjid dan Tanjung Alai sangat diperlukan terkait
dengan pembangunan Kawasan perdesaan

Penyelesaian Sataus Lahan PLTA oleh pemerintah Kabupaten Kampar
dengan Instansi Terkait

. Disarankan untuk melakukan pembicaraan Bersama antar instansi

terkait Pembangunan Kawasan perdesaan vang melibatkan Dinas
Pemberdavaan Masyarakat Desa (PMD), Badan Perencanana
Pembangunan Daeah (Bappeda), Bagian Tata Pemerintahan, Dinas
Perhubungan ([Dishub), Pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA), Badan Pertanahan Nasional (BFN), Dinas Pariwisata, Dinas
perindustrian, Dinas Perikanan dan Pertanian, Camat XIlI Koto
Kampar, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Dokumen inmi  belum bersifat final, masih bisa diperbaiki dan
dikembangkan berdasarkan masukan dari seluruh stakeholder khususnya
masyarakat Desa Pulau Gadang, Koto Mesjid dan Tanjung Alai, sepanjang
seguai dengan visi dan misi.
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LAMPIRAN |l PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR
TANGGAL

PETA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DESA TANJUNG ALAI, PULAU GADANG DAN KOTO MESJID
KECAMATAN XIIl KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
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Coordinate Sys tem: WGS 1984 UTMZone 47N Sumber Peta :
Projec tion: Transv erse Merca tor 1. Pe la 1:50.000 Tahun 2017;
Datum: WG S 1984 2. Ci iau ;
3. Hasil Pelacakan Lapang:
Legenda
@® Kantor Desa Jalan Arteri
Jalan Kolektor
! Kantor Kecamatan i
Jalan Lain
Desa Tanjung Alai Jalan Lokal

Desa Pulau Gadang Jalan Setapak

Desa Koto Mesjid

Sungai

- Tubuh Air (PLTA Koto Panjang)

= Batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Desa Tanjung Alai, Pulau Gadang dan Koto Mesjid

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAMPAR
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